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RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

Kamis, 31 Agustus 2023, Pukul 11.15-11.18 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman (Ketua)

2) Saldi Isra (Anggota)
3) Wahiduddin Adams (Anggota)
4) Suhartoyo (Anggota)
5) Manahan MP Sitompul (Anggota)
6) Enny Nurbaningsih (Anggota)
7) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
8) M. Guntur Hamzah (Anggota)

Rizki Amalia Panitera Pengganti



Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
Rasnius Pasaribu
B. Kuasa Hukum Pemohon:

Feri Wirsamulia
Asnur Hamid
Yonathan Emanuel
Chandra Sugiarto
Santoso

Kamala Ayuning Tyas

oUhwn =

C. Pemerintah:

1. Victor Gustaf Manoppo (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
2. Effin Martiana (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
3. Ari Prasetyo (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
4. Ajar Buditama (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
5. Hari Kurniawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
6. Mohd. Jefry Syam (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
7. Arief Setiawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
8. Januarita Eki (Kementerian Hukum dan HAM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Hari ini Sidang Perkara Nomor 35 Tahun 2023, dengan
agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden. Dari Kuasa Presiden,
sudah ada surat permohonan, meminta untuk mendengar keterangannya
ditunda pada sidang yang akan datang. Ya, benar?

Kemudian dari DPR, sampai hari ini atau saat ini belum ada
pemberitahuan kesiapannya.

Oleh karena itu, sidang pada siang hari ini tidak bisa dilanjutkan.
Dan sesuai dengan surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
selaku Kuasa dari Presiden, meminta penundaan. Untuk itu, sidang ini
ditunda hari Selasa, 12 September 2023, dengan agenda yang sama,
yaitu mendengar keterangan DPR dan Presiden. Sekali lagi, sidang
ditunda hari Selasa, 12 September 2023, pukul 11.00 WIB, dengan
agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden. Sekaligus ada
permohonan menjadi Pihak Terkait dan sudah disetujui oleh Maijelis,
sehingga nanti mungkin pada sidang yang akan datang akan dipanggil,
sekaligus nanti ada surat pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2023
Panitera,
Mubhidin
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Keterangan:
Surai/do%(umen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik gd«gltal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https:/www.mkri.id/index php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).
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